“KOALISI TIM PEMENANGAN SULE & ANDRE”
Alamat : Jalan Maju Kedepan R.M. Nomor 123, Pasar Minggu, Jakarta    Selatan   
Kode Pos : 10110 No telp : 08080808

                                                                                        Jakarta, 23 Mei 2019
Hal :
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 22 Mei 2019
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 

Jakarta Pusat 


Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.
Nama
: 
H. Sule Sutisna

Alamat
:
Kampung Aman RT 001.RW002, Kelurahan Bumi  

Kuning, Kecamatan Babakan Mudasa, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat




nomor telepon/HP 08080808 





email suleeee@gmail.com

NIK
:
1234567890
2.
Nama
: 
H. Andre Taulany

Alamat
:
Jalan Maju Mundur Syantik Nomor 6 Jakarta




nomor telepon/HP.0890909




email andreeee@gmail.com

NIK
:
9090909090
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/PHP.PILPRES/MK/V/2019  tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) Dr. Abdul, S.H.,M.H [NIK. 36723045768; Kartu Advokat. 20234]
2) Dr. Budi, S.H., M.H. [NIK. 36723045983; Kartu Advokat. 20467]
3) Dr. Chairul, S.H., M.H. [NIK. 36723045129; Kartu Advokat. 20389]
4) Dr. Dokmar, S.H., LL.M [NIK. 36723045738; Kartu Advokat. 20973]
5) Eko Masuk, S.H., M.H. [NIK. 36723045936; Kartu Advokat. 20052]
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pembela Merah Putih yang beralamat di Jalan Maju Kedepan R.M. Nomor 123, Pasar Minggu, Jakarta    Selatan   nomor  telepon/HP 08909090 email:
 kuasasule@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai...................................................................Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 

selanjutnya disebut sebagai .............................................................Termohon;
Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bertanggal 22 Mei 2019, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2019 pukul 19.00 WIB.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019 [bukti P-1];
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 [bukti P-2], Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2;
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019.
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 4/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU; (jika melalui permohonan online)
c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 19.00 WIB;
d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 13.55 WIB;
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
	No
	Nama Calon
	Perolehan Suara

	1.
	Pasangan Calon Nomor Urut 1
	70.000.000

	2.
	Pasangan Calon Nomor Urut 2
	63.000.000

	Total Suara Sah
	133.000.000


2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lain menurut Pemohon dan Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON
	No
	Daerah Pemilihan
	Perolehan Suara Pemohon 
	                Selisih

	
	
	Termohon
	Pemohon
	

	1
	 ACEH 
	2.000.000
	2.000.000
	0

	2
	 SUMATERA UTARA 
	2.500.000
	2.500.000
	0

	3
	 SUMATERA BARAT 
	2.500.000
	2.500.000
	0

	4
	 RIAU 
	2.000.000
	2.000.000
	0

	5
	 JAMBI 
	1.500.000
	1.500.000
	0

	6
	 SUMATERA SELATAN 
	2.500.000
	2.500.000
	0

	7
	 BENGKULU 
	1.000.000
	1.000.000
	0

	8
	 LAMPUNG 
	2.500.000
	2.500.000
	0

	9
	 BANGKA BELITUNG 
	500.000
	500.000
	0

	10
	 KEPULAUAN RIAU 
	500.000
	500.000
	0

	11
	 DKI JAKARTA 
	2.500.000
	2.500.000
	0

	12
	 JAWA BARAT 
	7.500.000
	9.500.000
	2.000.000

	13
	 JAWA TENGAH 
	3.000.000
	5.000.000
	2.000.000

	14
	 DI YOGYAKARTA 
	1.500.000
	1.500.000
	0

	15
	 JAWA TIMUR 
	7.000.000
	10.000.000
	3.000.000

	16
	 BANTEN 
	3.000.000
	3.000.000
	0

	17
	 BALI 
	1.000.000
	1.000.000
	0

	18
	 NUSA TENGGARA BARAT 
	2.000.000
	2.000.000
	0

	19
	 NUSA TENGGARA TIMUR 
	1.500.000
	1.500.000
	0

	20
	 KALIMANTAN BARAT 
	2.000.000
	2.000.000
	0

	21
	 KALIMANTAN TENGAH 
	900.000
	900.000
	0

	22
	 KALIMANTAN SELATAN 
	1.500.000
	1.500.000
	0

	23
	 KALIMANTAN TIMUR 
	1.500.000
	1.500.000
	0

	24
	KALIMANTAN UTARA
	500.000
	500.000
	0

	25
	 SULAWESI UTARA 
	1.200.000
	1.200.000
	0

	26
	 SULAWESI TENGAH 
	1.200.000
	1.200.000
	0

	27
	 SULAWESI SELATAN 
	2.000.000
	2.000.000
	0

	28
	 SULAWESI TENGGARA 
	1.200.000
	1.200.000
	0

	29
	 GORONTALO 
	500.000
	500.000
	0

	30
	 SULAWESI BARAT 
	500.000
	500.000
	0

	31
	 MALUKU 
	500.000
	500.000
	0

	32
	 MALUKU UTARA 
	500.000
	500.000
	0

	33
	 PAPUA 
	1.500.000
	1.500.000
	0

	34
	 PAPUA BARAT 
	500.000
	500.000
	0

	35
	 Luar Negeri 
	500.000
	500.000
	0

	Jumlah
	63.000.000
	70.000.000
	7.000.000


Tabel 2
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

	No
	Daerah Pemilihan
	Perolehan Suara Nomor Urut 1
	Selisih

	
	
	Termohon
	Pemohon
	

	1
	ACEH
	2.000.000
	2.000.000
	0

	2
	SUMATERA UTARA
	2.500.000
	2.500.000
	0

	3
	SUMATERA BARAT
	2.500.000
	2.500.000
	0

	4
	RIAU
	2.000.000
	2.000.000
	0

	5
	JAMBI
	1.500.000
	1.500.000
	0

	6
	SUMATERA SELATAN
	2.500.000
	2.500.000
	0

	7
	BENGKULU
	1.000.000
	1.000.000
	0

	8
	LAMPUNG
	2.500.000
	2.500.000
	0

	9
	BANGKA BELITUNG
	500.000
	500.000
	0

	10
	KEPULAUAN RIAU
	500.000
	500.000
	0

	11
	DKI JAKARTA
	2.500.000
	2.500.000
	0

	12
	JAWA BARAT
	9.500.000
	7.500.000
	2.000.000

	13
	JAWA TENGAH
	5.000.000
	3.000.000
	2.000.000

	14
	DI YOGYAKARTA
	1.500.000
	1.500.000
	0

	15
	JAWA TIMUR
	10.000.000
	7.000.000
	3.000.000

	16
	BANTEN
	3.000.000
	3.000.000
	0

	17
	BALI
	1.000.000
	1.000.000
	0

	18
	NUSA TENGGARA BARAT
	2.000.000
	2.000.000
	0

	19
	NUSA TENGGARA TIMUR
	1.500.000
	1.500.000
	0

	20
	KALIMANTAN BARAT
	2.000.000
	2.000.000
	0

	21
	KALIMANTAN TENGAH
	900.000
	900.000
	0

	22
	KALIMANTAN SELATAN
	1.500.000
	1.500.000
	0

	23
	KALIMANTAN TIMUR
	1.500.000
	1.500.000
	0

	24
	KALIMANTAN UTARA
	500.000
	500.000
	0

	25
	SULAWESI UTARA
	1.200.000
	1.200.000
	0

	26
	SULAWESI TENGAH
	1.200.000
	1.200.000
	0

	27
	SULAWESI SELATAN
	2.000.000
	2.000.000
	0

	28
	SULAWESI TENGGARA
	1.200.000
	1.200.000
	0

	29
	GORONTALO
	500.000
	500.000
	0

	30
	SULAWESI BARAT
	500.000
	500.000
	0

	31
	MALUKU
	500.000
	500.000
	0

	32
	MALUKU UTARA
	500.000
	500.000
	0

	33
	PAPUA
	1.500.000
	1.500.000
	0

	34
	PAPUA BARAT
	500.000
	500.000
	0

	35
	Luar Negeri
	500.000
	500.000
	0

	Jumlah
	70.000.000
	63.000.000
	7.000.000


Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

a. Pengurangan suara Pemohon di Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.000.000 suara dan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.000.000 suara (bukti P-3 s.d. bukti P-60);
b. Pengurangan suara Pemohon di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.000.000 suara dan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.000.000 (bukti P-61 s.d. bukti P-100);

c. Pengurangan suara Pemohon di Provinsi Jawa Timur sebanyak 3.000.000 suara dan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.000.000  (bukti P-101 s.d. bukti P-150);
V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
	No
	Nama Calon
	Perolehan Suara

	1.
	Pasangan Calon Nomor Urut 1
	63.000.000

	2.
	Pasangan Calon Nomor Urut 2
	70.000.000

	Total Suara Sah
	133.000.000


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1) Dr. Abdul, S.H.,M.H
(………………………….)
2) Dr. Budi, S.H., M.H.
(………………………….)
3) Dr. Chairul, S.H., M.H.
(………………………….)
4) Dr. Dokmar, S.H., LL.M
(………………………….)
5) Eko Masuk, S.H., M.H.,

(………………………….)
-1-


